BUPATI KARANGANYAR

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 106 TAHUN 12016

TENTANG

’ KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI

- DINAS PENANAMAN MODAL DAN PE

TUGAS FUNGSI DAN TATA KERJA
LAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARA

GANYAR,

Menimba‘ng,

Mengingat

bahwa untuk melaksar akan ketentuan Pasal 4 Peraturan.
Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016
tentang Pembentukan | dan Susunan Perangkat Daerah

- Kabupaten Karanganyar, perlu menetapkan Peraturan Bupati

Karanganyar tentang |Kedudukan, Susunan Organisasi,

‘Tugas, Fungsi dan Tatd Kerja Dinas- Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
: 1. Undang-Undang - Nomor

13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-daerah Kabupaten  dalam
Lingkungan Provinsi|Jawa Tengah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peratyran Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

3. Undang-Undang Nonq

nor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (LembalJan Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 6, Ta
Indonesia Nomor 549
4. Undang-Undang N

Pemerintahan Daerah

* Indonesia Tahun 20
Negara Republik In

-telah beberapa kalj

Undang Nomor 9 T

mbahan Lembaran Negara Republik
4);
pmor 23 Tahun 2014 tentang
(Lembaran Negara  Republik
14 Nomor 244, Tambahan Lembaran
donesia Nomor 5587), -sebagaimana
diubah  terakhir dengan Undang-

hun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Daerah abupaten Karanganyar Nomor 16
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah. Kabupaten  Karanganyar (Lembaran
’ Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16).



N Menetapkari

MEMUTUSKAN

o PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN.

ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN T ERPADU SATU-

. PINTU

'BABI .
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1.

2.

Daerah adalah Kabupaten Karanganyar;

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan = yang menjadi

- kewenangan Daerah Otonom;

Bupati adalah Bupati Karanganyar; 7
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Karanganyar;

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

- Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar;
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu = Satu Pintu Kabupaten

W

- Pintu merupakan ’ unsur pelaksana®  urusan

(2)

(1)

Karanganyar;
Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat
UPTD adalah unsur teknis operasional dan atau unsur
teknis penunjang tertentu dinas; v

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang
berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan

fungsional yang berdasarkan pada keahhan dan
keterampﬂan tertentu

" BABII
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

: Pasal 2
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

pemerintahan bidang penanaman modal, perindustrian,

“energi sumber daya m1nera1 dan pelayanan terpadu satu

pintu.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di

bawah dan bertanggung Jawab kepada Bupat1 melalui
Sekretaris Daerah.

o - Pasal 3 ’
Susunan organisasi. Dinas ‘Penanaman - Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dar1
a. Kepala Dinas;

~ b. Sekretariat;

1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, dan
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.



c. .Bidang Penanaman Modal, Perindustrian dan
Energi Sumber Daya Mineral terdiri dari:
1. Seksi Penanaman Modal dan Energi Sumber Daya
Mineral; '
2. Seksi Perindustrian; dan
3. Seksi Informasi dan Layanan Pengaduan.

d. Bidang Pelayanan Perizinan Pernenntahan dan

Pembangunan terdiri dari:
1. Seksi Pelayanan Perizinan Pemerintahan; dan ,
2. Seksi Pelayanan Perizinan Pembangunan.

e Bidang Pelayanan Perizinan Perekonomian dan .

Kesejahteraan Rakyat terdiri dari:
1. Seksi Pelayanan Perizinan Perekonomian; dan
- 2. Seksi Pelayanan Perizinan Kesejahteraan Rakyat
f. UPTD; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsmnal

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

_ - BAB III
TUGAS DAN FUNGSI -

Baglan Kesatu
Kepala Dinas

" Pasal 4

’Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Tefpadu

Satu Pintu mempunyai tugas membantu Bupati dalam
melaksanakan urusan pe’merintahan bidang penanaman
modal, perindustrian, energi sumber daya mineral dan
pelayanan terpadu satu plntu

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam~
Pasal 4, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi :

a.

perumusan kebijakan teknis bidang penanaman modal,
perindustrian, energi sumber daya mineral dan
pelayanan terpadu satu pintu; :

.. pelaksanaan  koordinasi kebijakan teknis = bidang

penanaman modal, perindustrian, energi sumber daya
mineral dan pelayanan terpadu satu pintu;
pelaksanaan - kebijakan teknis bidang penanaman
modal, perindustrian, energi sumber daya mineral dan
pelayanan terpadu satu pintu;

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bldang penanaman
modal, perindustrian,energi sumber daya m1neral dan
pelayanan terpadu satu pintuy; _
pelaksanaan administrasi dinas bidang penanaman
modal, per1ndustr1an energi sumber daya rnlneral dan

- pelayanan terpadu satu pintu;

pelaksanaan fungsi kesekretariatan; A
pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD;dan .
pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan

. fungsmya




Bagian Kedua
Sekretaris

_ Pasal 6 -
- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud - dalam Pasal 3

ayat (1) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala

. Dinas. S
(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

_ _ . - Pasal 7 R
Sekretaris mempunyai tugas melakukan perencanaan
‘perumusan dan - pelaksanaan kebijakan,

- pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan
meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan,
aset, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen,
ketatalaksanaan, = kehumasan, kepegawaian, . dan
pelayanan administrasi. -

" Pasal 8
Dalam melaksanakan tugas sebaga1mana dlmaksud dalam
Pasal 7, Sekretaris mempunyai fungsi:
a. pengkoordinasian kegiatan; : :
b. pengkoordmaswm dan penyusunan rencana dan
program kerja;

c. pembinaan dan pemberian dukungan adm1n1stra51’

yang meliputi ketatausahaan, hukum, keuangan, aset,
kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen,

ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, dan

pelayanan adm1n1stra51

" d. pengkoordinasian tatalaksana, : :

e. pengkoordinasian  dan penyusunan peraturan
perundang-undangan; S

f. pelaksanaan advokasi hukum;

g. pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi
dan dokumentasi;

‘h. penyelenggaraan - pengelolaan barang milik /
kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan
barang/jasa;

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan

.j. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan‘

- fungsinya.

Pasal O

(1) Sekretarlat sebagalmana dimaksud dalam Pasal 6

ayat (1), terdiri dari: v
~ a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dan
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
-(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dipimpin. oleh Kepala Sub Bagian yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

: Pasal 10 :
Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a
melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan

pelaporan perencanaan program kerja, - pengelolaan
‘ keuangan dan aset. : : ~ .



Pasal 11 ~
Kepala Sub Baglan Umum dan Kepegawalan sebagalmana
‘dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b melaksanakan
tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pembinaan ketatausahaan, hukum, kerumahtanggaan,
kerjasama, kearsipan, dokumen, = ketatalaksanaan,
kehumasan dan kepegawaian. ' .

‘Bagian Ketiga .
Kepala Bidang Penanaman Modal, Perindustrian dan
Energi Sumber Daya Mineral

; ~ Pasal 12 '

(1) Bidang Penanaman Modal, Perindustrian dan Energi
Sumber Daya Mineral merupakan unsur pelaksana
urusan pemerintahan bidang penanaman modal
perindustrian dan bidang energi sumber daya mineral. -

(2) Bidang Penanaman Modal Perindustrian dan Energi
Sumber Daya Mineral d1p1mp1n oleh Kepala Bidang,
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
- Kepala Dinas. _

. Pasal 13 , ,

-Kepala B1dang Penanaman Modal, Perindustrian dan
Energi Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 ayat (2) mempunyai tugas perencanaan
-perumusan dan pelaksanaan -kebijakan, pemantauan,
_evaluasi dan pelaporan meliputi penyusunan bahan
pembinaan bidang penanaman modal, perindustrian dan
‘energi sumber daya mmeral

Pasal 14 ,
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana d1maksud dalam
‘Pasal 13, Bidang Bidang Penanaman Modal, Perindustrian
dan Energi Sumber Daya Mineral, mempunyai fungsi:
a. penyusunan kebijakan teknis bidang penanaman
- modal, perindustrian dan energi sumber daya mineral;
b. pelaksanaan teknis bidang penanaman modal,
perindustrian dan energi_sumber daya mineral
c. pengelolaan teknis bidang penanaman modal,
perindustrian dan energi sumber daya mineral; '
d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan = bidang
‘ penanaman modal, per1ndustr1an dan energi sumber
daya mineral;dan '
e pelaksanaan tugas lain sesua1 dengan tugas dan
' fungsmya : -

_ , Pasal 15 »

(1) Bidang Penanaman Modal, Per1ndustr1an Energi
Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 ayat(1), terdiri dari:

a. Seksi Penanaman Modal dan Energi Sumber Daya
~ Mineral; :

b. Seksi Perindustrian; dan

c. Seksi Informasi dan Layanan Pengaduan



: (2) Sek31 sebagaumana dlmaksud pada ayat ( ) d1p1mp1n
- oleh Kepala Seksi yang = berada dibawah dan« ‘
bertanggung Jawab kepada Kepala B1dang PR

> Pasal 16 ST

‘Kepala Seksi Penanaman Modal dan dan_ Energ1 Sumber ‘
Daya Mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
- ayat (1) huruf a melaksanakan tugas penyiapan bahan
‘perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,

pemantauan, evaluasi dan pelaporan Ppenanaman modal

~ dan energ1 sumber daya mmeral

Pasal 17 e e
Kepala Sek81 Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 15 ayat (1) huruf b melaksanakan tugas- penyiapan
bahan perencanaan = perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, pemantauan ~evaluasi dan pelaporan
_perlndustrlan L o LIty

SR e Pasa118 , SRR
Kepala - Seksi Informasi dan Layanan Pengaduan
- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15° ayat (1) huruf c

i ~ melaksanakan ' tugas penyiapan bahan = perencanaan "

perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan,

S evalua31 dan pelaporan informasi dan layanan pengaduan :

Bag1an Keempat -
Kepala B1dang Pelayanan Perlzlnan Pemermtahan
dan Pembangunan ‘

Sl : : Pasal 19 L Sy
(1) Bldang Pelayanan Perizinan = Pemerintahan dan

: 'Pembangunan merupakan unsur pelaksana pelayanan
- perizinan bidang pemerintahan dan pembangunan.
(2) -Bidang Pelayanan Perizinan ~ Pemerintahan = dan
- Pembangunan dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di
' bawah dan bertanggung Jawab kepada Kepala Dlnas

o : Pasal 20 N :
Kepala Bidang Pelayanan - Perizinan Pemermtahan dan
Pembangunan sebagaimana- dimaksud dalam Pasal 19
ayat (2) melaksanakan tugas perencanaan perumusan
dan pelaksanaan kebljakan, pemantauan evaluasi dan
 pelaporan pelayanan ‘perizinan  pemerintahan ~dan
‘pembangunan ‘ : Ll

N G : Pasal 21 :
' Dalam melaksanakan tugas sebagalmana dlmaksud dalam
Pasal . 20,  Kepala = Bidang Pelayanan  Perizinan
'Pemermtahan dan Pembangunan mempunya1 fung31

 a. pelaksanaan . penerbitan @ per1z1nan b1dang

Pemerintahan dan Pembangunan;
~b. pengelolaan standar pelayanan perlzlnan b1dang ‘
- Pemerintahan dan Pembangunan; dan SR
C. pelaksanaan fungs1 lam sesuai dengan tugas dan -
\ fungsmya : SRR



S , Pasa122 o
- (1) Bidang Pelayanan ‘Perizinan Pemermtahan dan
‘ Pembangunan sebagalmana dimaksud dalam Pasal 19 -
‘ayat (1), terdiri dari : i
~a. Seksi Pelayanan Perlzlnan Bldang Pemerlntahan
dan ‘
© 'b. Seksi Pelayanan Per1z1nan B1dang Pembangunan ,
(2) Seksi sebagaimana dlmaksud pada ayat (1), dipimpin
' oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan
bertanggung Jawab kepada Kepala Bldang -

: - Pasal 23 .

Kepala Sek51 Pelayanan Perizinan Bidang Pemermtahan,
~ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a
melaksanakan tugas penyiapan bahan perencanaan

perumusan dan pelaksanaan kebuakan, pemantauan, o
~evaluasi dan- pelaporan pelayanan admmlstra51 perlzlnan e

- b1dang pemermtahan

: ~ Pasal 24 :
Kepala Seks1 Pelayanan Perizinan Bidang Pembangunan -

- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b .-
~ melaksanakan tugas . penyiapan bahan = perencanaan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan ‘
- evaluasi dan pelaporan pelayanan adm1n1stra81 perizinan

o ‘bldang pembangunan

Baglan Kehma , ,
Kepala B1dang Pelayanan Perizinan Perekonomlan
' dan Kesejahteraan Rakyat '

Pasal 25 L

(1) Bldang Pelayanan * Perizinan Perekonomian = dan

Kesejahteraan Rakyat - merupakan unsur pelaksana

- pelayanan - perizinan bidang Perekonomian dan

Kesejahteraan Rakyat. PR ST R

(2) Bidang Pelayanan - Perizinan Perekonomian dan

Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh Kepala Bidang,

- berada di bawah dan bertanggung Jawab kepada
L Kepala Dinas.. : : AL

o Pasal 26 , PR

: Kepala B1dang Pelayanan Perlzman Perekonomlan dan~
‘Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal - 25 ayat (2) melaksanakan tugas perencanaan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan,
evaluasi ~ dan  pelaporan p’elayarian, ‘perizinan
perekonorman dan kesejahteraan Rakyat T

R : " Ppasal 27
 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana chmaksud dalam'

Pasal 26, Kepala —Bidang Pelayanan  Perizinan -

' Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai'
fungsi :

- a. pelaksanaan o penerbltan' ; per1z1nan > bidang'

- Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat ; e
'b. pengelolaan = standar pelayanan perizinan bidang
- Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat dan '
c. pelaksanaan ‘tugas lam sesuai dengan tugas dan
~fungsinya. ’ :



. Pasal 28 :
(1) Bidang Pelayanan Perizinan Perekonomlan dan
‘Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 ayat (1, terdiri) dari:
a. Seksi Pelayanan Perizinan Perekonomian; dan
b. Seksi Pelayanan Perizinan Kesejahteraan Rakyat. |
(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin

oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. .

; Pasal 29 : S
Kepala Seksi Pelayanan Perizinaan - Perekonomian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a
melaksanakan *© tugas penyiapan bahan perencanaan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan
evaluasi dan pelaporan pelayanan administrasi per1z1nan
perekonom1an E . : :

v Pasal 30 ,
Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Kesejahteraan Rakyat
. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b’
melaksanakan tugas penyiapan bahan perencanaan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan
-evaluasi dan pelaporan pelayanan adrmmstram perizinan
» pembangunan L : : :

Bagian-erenam =
Kepala UPTD

Pasal 31 ;

(1) Untuk  melaksanakan tugas teknis - operasional -
dan/atau tugas teknis penunJang di’ hngkungan Dinas
dapat dibentuk UPTD.

(2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), d1p1mp1n'
oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. :

' (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD
diatur dengan Peraturan Bupati. ,

’ Ba'giém Ketujuh
Jabatan Fungsional

Pasal 32
Kelompok Jabatan Fungsional dltetapkan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang—undangan

, Pasal 33.
(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah
tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai
, dengan bidang keahliannya.
(2) Jumlah jabatan Fungsional sebagalmana dimaksud pada
- ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban
kerja.
(3) Jenis dan Jen_]ang Jabatan Fungs1ona1 sebaga1mana
: dimaksud pada ayat (2), diatur sesua1 ketentuan
peraturan perundang—undangan ’ :



BAB IV
TATA KERJA -

. o “Pasal 34 :
Kepala Dinas menyampaikan laporan hasil pelaksanaan
~urusan pemerintahan kepada Bupatl melalui Sekretaris
Daerah.

v . Pasal 35
(1) Kepala Dinas membuat usulan analisis jabatan, peta
jabatan, analisis beban kerJa dan uraian tugas kepada -
_ Bupati.
(2) Analisis Jabatan, peta Jabatan anahsls beban kerja,
dan uraian tugas sebagaimana d1maksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Bupati. : :

Pasal 36 ' v

(1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub
Bagian, Kepala Seksi, dan Kepala UPTD dalam
melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi,
integrasi, dan sinkronisasi. -

(2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub
'Bagian, Kepala Seksi, dan Kepala UPTD dalam
melaksanakan tugas menerapkan = . prinsip
perencanaan, pengorganisasian, pemantauan evaluas1

, dan pelaporan.

(3) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bldang, Kepala Sub

: Bagian, Kepala Seksi, dan Kepala UPTD. melaksanakan

Slstem Pengendalian Intern Pemerintah.. ' :

- Pasal 37
(1) Kepala Dinas bertanggung jawab memimpin,
mengoordinasikan dan memberikan pengarahan
. terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
(2) Kepala Dinas melaksakan pengawasan tugas bawahan
dan mengambil  langkah-langkah yang diperlukan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
- undangan. :

, - Pasal 38
Kepala D1nas wajib menyampalkan laporan berkala tepat '
‘pada Waktunya

Pasal 39 :
Dalam melaksanakan tugas di Kecamatan Kepala Dinas
-wajib melakukan koordinasi dengan Camat.

BAB V
KETENT UAN LAIN LAIN

: Pasal 40 _
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Trpadu Satu'
Pintu dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan dan
tugas pembantuan dengan Perangkat Daerah provinsi-
bersifat koordinatif dan fungsional untuk mensinkronkan
- pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.




'BAB VI
" KETENTUAN PENUTUP

, Pasal 41 ,
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan
Bupati Karanganyar Nomor 10 Tahun 2015 tentang Uraian '
Tugas ~dan Fungsi Jabatan Struktural pada Badan
Penanaman Modal Dan. Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar
Tahun 2015 Nomor 10), dlcabut dan dinyatakan tidak

| berlaku.

: Pasél 42 |

Peraturan Bupati ini’ mulai  berlaku pada ta‘riggal_ B

dlundangkan

‘ Agar-‘. set;ap ‘ora‘ng‘ "merigetéhuinya, ‘memerintahkan _
pengundangan . Peraturan . Bupati ini - dengan

penempatannya. dalam Berita . Daerah Kabupaten

Karanganyar. o e : L
' Ditetapkan di Karanganyar‘ »
~pada tanggal 28 Wouember gotl

‘Di'uridangkan di Karanganyar



LAMI AN

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

 NOMOR  : 106 TAHUN 2016 -
TENTANG -
- KEDUDUKAN, = SUSUNAN  ORAGANISASI, TUGAS,

FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL '

- DAN PELAYAN TERPATU SATU PINTU
_ BAGAN SUSUNAN ORGANISASI R
- DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

* KEPALA

-

JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIAT.

T

Sub Bagian Perencanaan
dan Keuangan

1

-Sub Bagian Umum dan
. Kepegawaian- . = -

|

. Bidang Penanaman Mbdal
Perindustrian dan Energi Sumber Daya
- Mmeral

"' Seksi Penanaman Modal dan .,
Energi Sumber Daya Mineral

Seksi Perindustrian

Seksi Informasi dan Layanan
Pengaduan :

Bidang Pelayanan Perizinan

s Pemenntahan dan Pembangunan .

" Seksi Pelayahan Perizinan
- .. -Pemerintahan

Seksi Pelayanan Perizinan -
Pembangunan

UPTD

Bidang Pelayanan Perizinan
. Perekonorman dan Kesejahteraan

. Rakyat
: Seksi Pelayanan Perizinan
~— . Perekonomian
- Seksi Pelayanan Perizinan
Kesejahteraan Rakyat




